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Menimbang: bahwauntukmelaksanakanPeraturanPresidenNomorl3TTahun2015tentangRincianAngsaran
PendapatandanBelanjaNegara(APBN)TahunAnggaran2016'PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13
ratrun zooo sebagaimana telah diubah terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2O12, Romawi v Hal-hal khusus Lainnya Teknis Pcnyusunan APBD angka 14 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman PenJrusunan Anggaran PendaPatan dan Belanja Daerah

iJrr, engg_* 2O16 sebagairnana tclah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2OlO perlu meneiapkan Peraturan Bupati tentang Pcrubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaian Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran

2016;



Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan ([e mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35691;

2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851];

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawesi Tengah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentaag Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

ll. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587]
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undaag Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan bmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);'
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2001 Nomor I18, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138];

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indoneeia Nomor 4416] sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor
47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Repub/ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);,'

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

2o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 201 I ;

21. Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 55 Tahun 20O8 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan
Penyu sunan Laporan Pertan ggungiawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010;

23. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor l1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pertanggungiawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015;



24 Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralgat Daerah Kabupaten parigi Moutong (L€mbaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2oo5 Nomor 2 Seri D Nomor 8, Tambahan Lmbaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2l) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 40 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 95);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten parigi Moutong (kmbaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2o08 Nomor l8 seri D Nomor 44, Tambahan Lcmbaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor IOO);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Susuna! Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2OO8 Nomor
19 Seri D Nomor 45, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 101) sebagarmana
tetah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tehun 2O13 (Lembaran Daerah Kabupate; Parigi
Moutong Tahun 2013 Nomor 42, Tambshan lembaran Daerah Kabupaten parigi Moutong Nomor 143);

27. Peraturan Daerah Nomor lO Tahun 2OO8 tentang Suaunan Organisasi Dan Tata Keda Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan kmbaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong
(Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 20 seri D Nomor 46, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor lO2) sebagairDrna telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daeralt Nomor 8 Tahun 2014 (t embaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor
41, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Parigj Moutong Nomor 1S0);

28.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Selaetariat
Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (trmbaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2O08 Nomor 21 Seri D Nomor 47, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 103);

29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan
Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah l(abupaten Parigi Moutong Tahun 2OO8 Nomor 22 Seri D
Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten parigi Moutong Nomor 104);

3o.Peraturan Daerah Nomor l5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RpJpD)
Kabupaten P*igi Moutong Tahun 2005 - 2025 (L€mbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2008 Nomor 28 Seri D Nomor 49, Tambahan L€mbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong t'tomoi tO8);
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3l.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26,
Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 {Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor
21, Tambahan l-embaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 148);

32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Tahun Anggaran Tahun 2O16 (tembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015
Nomor 63);

33. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2Ol2 tentsngTaa Cara Revisi Anggaran (Berita Daerah lGbupaten Parigi
Moutong Tahun 2012 Nomor 7);

34. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015
Nomor 68);



MEMUTUSI..AN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016.

l. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2014
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI

Puel I
Ketentuan Pasal I angka I dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2Ol5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015
Nomor 63) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Rp. 62.519.764.903,30
Rp. 1.097.635 .542.826,0O
Rp 244.869.532.127,OO

(+l

2.

Jumlah Pendapatan

Belanja
a. Belanja Tidak t"anfsung

1) Belanja pegawai
2l Belanja bunga
3) Belanja subsidi
4l Belanja hibah
5) Belanja bantuan sosial
6) Belanja bagi hasil
7l Belanja bantuan keuangan
8) Belanja tidak terduga

Rp. 1.405.024.839.856,30

Rp. 599.866.734.303,00
Rp. 1.243.665.551,60
Rp. 0,00
Rp. 11.149.817.400,00
Rp. 500.000.000,00
Rp. 1.276.231.25O,OO
Rp. 246.7 25.176.200,60
Rn I 06O OoO O0O,OO 

1+1

Rp.862.02 1.624.7 05,2O

!
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b. Belanja Langsung
1) Belanja pegawai
2l Belanja barang danjasa
3) Belanja modal

Rp. 53.938.822.000,00
Rp. 24 | .2a4.434.7 69,OO
Rp. 261. 134.766.301,10.

--.',

Rp. 556.358.023.O7Q^1O

Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Belanja

Defisit

Rp. 15.954.807.919,00
Rp. 2.600.000.000.00' (-)

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 1.a 18.379.647.77 s,3Q

(Rp. 13.35a.807.919,00)

Rp. 13.354.807.919,00

Rp. 0,00
(+)



Pa.al II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Ditetapkan diParigi
pada tanggal

BI'PAT! PARICI llOUrONc,

TOIIBOIoTIITU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKREtrARIS DAERAII,.v
EI(XA POI|TOH
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